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ABSTRACT 

Purpose: The research was conducted to examine whether 

there is an effect of performance-based budget variables, 

government internal control systems, compliance with laws 

and regulations, and human resource competencies on the 

performance accountability of public sector agencies in the 

Regional Work Unit in Pemalang Regency.  

Methodology/approach: The use of a sample of 120 

respondents spread across each Pemalang Regency using 

questioner. There are criteria needed in collecting 

research samples using purposive sampling method.  

Findings: The results of research with SPSS version 25 

provide conclusions performance-based budgeting affects 

the performance accountability of public sector agencies,  

the government internal control system does not affect the 

performance accountability of public sector agencies, 

compliance with laws and regulations does not affect the 

performance accountability of public sector agencies, 

human resource competence affects the performance 

accountability of public sector agencies.  

Practical implications: This research is expected to be a 

reference material for local government officials in making 

decisions regarding the performance accountability of 

government agencies. 

Originality/value:  the use of 4 independent variables 

compared to previous research. 

KEYWORDS: Compliance with Laws and Regulations; 

Government Agency Performance Accountability; 

Government Internal Control Systems; Human Resource 

Competencies; Performance-Based Budgeting. 
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ABSTRAK  

Tujuan penelitian: Penelitian dilakukan guna menelaah 

adakah pengaruh variabel anggaran berbasis kinerja, sistem 

pengendalian internal pemerintah, kepatuhan pada 

peraturan undang-undang, dan kompetensi sumber daya 

manusia terhadap akuntabilitas kinerja instansi sektor 

publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 

Kabupaten Pemalang.  

Metode/pendekatan:  Pengambilan data pada penelitian 

ini berupa data utama berbentuk kuesioner dengan 

penggunaan skala likert yang dibagikan secara hardfile 

kepada responden. Penggunaan sampel sebanyak 120 

responden yang tersebar di setiap SKPD Kabupaten 

Pemalang. Terdapat kriteria yang dibutuhkan dalam 

pengumpulan sampel penelitian dengan penggunaan 

metode purposive sampling.  

Hasil: Hasil penelitian dengan SPSS versi 25 memberikan 

kesimpulan: (1) Anggaran berbasis kinerja memengaruhi 

akuntabilitas kinerja instansi sektor publik. (2) Sistem 

pengendalian internal pemerintah tidak memengaruhi 

akuntabilitas kinerja instansi sektor publik. (3) Kepatuhan 

pada peraturan undang-undang tidak memengaruhi 

akuntabilitas kinerja instansi sektor publik. (4) Kompetensi 

sumber daya manusia memengaruhi akuntabilitas kinerja 

instansi sektor publik.  

Implikasi praktik: Terselanggaranya pemerintahan yang 

baik dan bersih dalam mewujudkan aspirasi masyarakat 

melalui akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah setempat. Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan acuan aparatur pemerintah setempat dalam 

pengambilan keputusan mengenai akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 

Orisinalitas/kebaharuan: Penggabungan antara 4 

variabel dalam satu penelitian menjadikan keterbaruan 

dalam penelitian ini dibandingkan dengan peneliti 

sebelumnya. 

KATA KUNCI: Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; Anggaran Berbasis Kinerja; Kepatuhan pada 

Peraturan Undang-undang; Kompetensi Sumber Daya 

Manusia; Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. 

PENDAHULUAN 

Tata kelola pada pemerintahan merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang semakin 
banyak tentang akuntabilitas sektor publik dan dapat menghasilkan dorongan baik pada 
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instansi pusat maupun daerah untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas publik 
(Yusuf, 2021). Bawono et al (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi 
pemerintah daerah merupakan indikator tata pemerintahan yang baik. Akuntabilitas kinerja 
pada sektor publik merupakan suatu instrumen untuk memenuhi kewajiban pemerintah 
dalam mempertangggungjawabkan pelaksanaan kinerja untuk mencapai maksud tertentu dan 
tujuan yang telah disepakati. Bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat dari semua tindakan 
serta hasil pada setiap kegiatan pengelola negara, salah satu pertanggungjawaban tersebut 
berbentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP yaitu sebuah 
penggabungan antara sistem perencanaan, pelaporan kinerja, serta penganggaran untuk 
menerapkan sebuah sistem pada tanggung jawab keuangan. Maka demikian, setiap organisasi 
diharuskan memberikan dan melakukan pelaporan setiap pengeluaran dana pemerintah serta 
kepatuhannya terhadap norma dan peraturan. Sementara itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (LAKIP) yaitu output dari SAKIP yang menunjukkan pencapaian instansi 
pada pelaksanaan kegiatan serta program tertentu dengan pembiayaan menggunakan 
anggaran negara dan anggaran daerah. 

Undang-undang Nomor 23 Pasal 1 Ayat 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, “Mengatur  serta 
mengurus kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem bernegara 
merupakan wewenang, kewajiban serta hak dari otonomi daerah.” Pelaksanaan otonomi 
daerah memungkinkan pemerintah pada daerah setempat untuk membuat kebijakan yang 
dapat memenuhi keinginan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mustafa 
et al, 2022). Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2014 tentang 
SAKIP, “Dirancang untuk berbagai aktivitas, alat, dan prosedur, bukan hanya terkait dengan 
cara pencapaian progres keuangan namun pertangungjawaban non keuangan sebagai hasil 
dari efektivitas serangkaian kegiatan”. Seluruh instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk 
melakukan pertangungjawaban Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). AKIP 
akan dievaluasi oleh Kemenpan-RB berbentuk predikat hasil evaluasi yang berkisar dari 
AA/sangat memuaskan sampai dengan D/sangat kurang (Ramadhania & Novianty, 2020). 

Pemalang merupakan daerah pemerintah kota/kabupaten di Jawa Tengah yang  menempati 
peringkat ke 34 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 35 kota/kabupaten yang ada di 
Jawa Tengah secara berturut-turut, dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari 
3 pendekatan yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Tahun 
2018, pertama kalinya bagi pemerintah Kabupaten Pemalang mendapat predikat B dalam 
evaluasi SAKIP, setelah tahun 2017 lalu mendapat predikat CC. Diperolehnya predikat 
tersebut maka pemerintah Kabupaten Pemalang telah mencapai tujuan dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat secara efisien dan efektif (Nugroho, 2019). Sebagai bentuk 
komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah Kabupaten Pemalang dalam 
mempertahankan predikat pada evaluasi SAKIP, oleh karenanya penelitian ini menjadikan 
SKPD pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai subjek penelitian. Terdapat 41 SKPD yang 
berada di Kabupaten Pemalang. Responden pada penelitian yaitu aparatur sipil negara yang 
tersebar pada masing-masing SKPD.  

Agency theory bisa saja terjadi pada sektor publik. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, tertuang di mana terdapat perbedaan fungsi antara eksekutif 
dan legislatif dalam pemerintahan. Eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan, 
perencanaan dan juga pelaporan anggaran daerah, di mana hal tersebut sebagai bukti 
pelayanan publik. Sementara itu, legislatif bertanggung jawab untuk menetapkan undang-
undang, penganggaran, dan pengawasan (Halim & Abdullah, 2006). Agency theory menganalisis 
hubungan secara kontrak antara individu terhadap individu lain, kelompok, bahkan 
perkumpulan. Prinsipal menciptakan perjanjian pada lain pihak, disebut agen harapannya 
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sebuah agen dapat melaksanakan pekerjaan sesuai yang diperintahkan prinsipal (Halim & 
Abdullah, 2006). Hubungan keagenan di pemerintahan eksekutif adalah agen dan legislatif 
prinsipal. Legislatif juga dapat menjadi agen dan publik sebagai prinsipal. hubungan keagenan 
pada publik dan legislatif didasarkan pada bagaimana publik memilih politisi untuk mewakili 
kepentingan publik dalam membuat berbagai keputusan untuk publik, legislatif sudah 
seharusnya mewakili kepentingan publik/pemilih sebagai prinsipal (Halim & Abdullah, 
2006).  

Sehubungan dengan agency theory dalam penelitian ini, pemerintah daerah sebagai penanggung 
jawab bagi legislatif dan publik harus menetapkan strategi untuk memberikan pelayanan 
terbaik kepada pemegang dan legislatif. Pemerintah daerah harus meningkatkan kepercayaan 
prinsipal dengan cara melakukan kinerja yang baik, secara publik maupun legislatif. Legislatif 
selaku agen bagi publik harus mewakili setiap kepentingan publik, kaitannya dengan 
penelitian ini terlaksananya sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang baik dengan 
melaksanakan fungsi penganggaran dan pengawasan pemerintah daerah yang menjembatani 
ketercapaian kepentingan publik. 

Pengertian Good Corporate Governance (GCG) menurut Cadbury (1992), merupakan sebuah 
sistem pengaturan untuk pemegang antara hak dan tanggung jawab atas perusahaan serta 
perusahaan itu sendiri. GCG mengawasi perusahaan melalui transparansi progres untuk 
penentuan tujuan, hasil, serta pengukuran kinerja. Terciptanya GCG diawali dengan 
hubungan dan kerjasama yang baik antara prinsipal dan agen. Prinsipal sebagai pemilik 
perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada pihak manajemen atau agen. Agen 
bertindak mengelola manajemen perusahaan guna mendapatkan kekayaan dan kemakmuran 
perusahaan.  Beberapa agen yang diberikan wewenang pada pengelolaan perusahaan justru 
lebih banyak memaksimalkan kepentingan pribadi dan mengorbankan kepentingan pemilik 
perusahaan atau prinsipal. Upaya menghindari permasalahan keagenan, menerapkan GCG 
dapat menjadi solusi yang mana GCG dapat berperan dalam pengelolaan perusahaan dengan 
tetap dilakukan pengawasan dan pengendalian agar pengelolaan perusahaan dapat melakukan 
kepatuhan atas berbagai peraturan dan ketentuan. Penerapan GCG memiliki beberapa 
prinsip agar dapat terlaksana dengan baik. Menurut Peraturan Menteri BUMN NOMOR 
PER-2/MBU/03/2023, GCG memiliki 5 prinsip yaitu keterbukaan, independensi, 
akuntabilitas, kewajaran, dan pertanggungjawaban. 

Pembaharuan yang dilakukan pada penelitian ini terdapat pada variabel bebas di mana 
peneliti menggabungkan variabel anggaran berbasis kinerja, sistem pengendalian internal 
pemerintah, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, dan kompetensi sumber daya 
manusia ke dalam satu penelitian untuk dicari apakah terdapat pengaruhnya terhadap 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD di Kabupaten Pemalang. Peneliti juga 
menjadikan 120 responden yang telah mewakili seluruh unit SKPD yang mana berjumlah 40 
unit dan setiap unit menggunakan 3 responden di Kabupaten Pemalang sehingga diharapkan 
jawaban dari kuesioner yang dibagikan dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. 

Dilakukannya penelitian ini guna untuk mengetahui apakah variabel pada penelitian  memiliki 
pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Harapannya aparatur setempat 
dapat lebih memperhatikan kualitas perencanaan anggaran, pengendalian internal, kepatuhan 
pada undang-undang, dan kualitas sumber daya dalam penyusunan LAKIP. Akuntabilitas 
kinerja pada instansi yang baik pada dasarnya akan menggambarkan aparatur di lingkungan 
instansi tersebut mampu menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya dengan sungguh-
sungguh sehingga terciptanya kinerja sesuai yang direncanakan. Diharapkan penelitian ini 
dapat memberikan dorongan bagi aparatur instansi pemerintah terkait tentang pentingnya 
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akuntabilitas kinerja serta peran dan tanggung jawab masing-masing bagian, sehingga memicu 
hasil dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD di Kabupaten Pemalang 
menjadi lebih baik. 

Basis anggaran pada kinerja yaitu metode yang menggunakan informasi kinerja formal untuk 
mengatur hubungan entitas pengguna anggaran pada dana yang diberikan dengan hasil. 
Tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Pasal 93 Ayat 2 tahun 2019 bahwa 
“Menerapkan anggaran berbasis kinerja merupakan sebuah upaya dalam perbaikan proses 
anggaran masyarakat”. Pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja juga menjadi salah satu 
pendekatan dalam menyusun anggaran serta rencana kerja. Pentingnya penetapan 
tujuan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan goal setting theory, di mana target yang 
telah ditetapkan memiliki hubungan terhadap hasil program pada penerapan yang 
tercapai dalam penganggaran dengan basis pencapaian terlihat pada tercapainya 
sebuah penerapan. Pada target yang jelas, penganggaran berbasis kinerja dapat 
diimplementasikan secara terarah dan menimbulkan konsekuensi hasil kerja. 
Penelitian Sofyani & Prayudi (2018) berhasil menjelaskan dengan diterapkannya anggaran 
yang berbasis pada kinerja dapat memengaruhi AKIP. Sesuai pada penelitian Yusuf (2021), 
Febrianti & Yuhertiana (2021) dan Wisdaningrum (2022). Dirumuskan hipotesis yang akan 
digunakan dalam penelitian:  

H1: Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

Aprilianti et al (2020) mengemukakan pengendalian internal merupakan sebuah organisasi, 
teknik, serta nilai pada capaian tujuan pengendalian, seperti penjagaan aktiva, menentukan 
akuntansi yang akurat, meningkatkan efektivitas, dan mendorong pelaksanaan kebijakan 
manajemen. Pentingnya peran SPIP dalam proses pencapaian tujuan organisasi 
mengharuskan setiap entitas publik mengikuti setiap tahapan pengendalian internal. Menurut 
Susandya et al (2022) Lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan 
penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dapat mengakibatkan kinerja dari setiap 
instansi pemerintah daerah kurang maksimal. Goal setting theory menyatakan bahwa faktor yang 
menentukan bagaimana individu bergerak menjalankan usahanya terletak pada tujuan dan 
tanggung jawab terhadap tujuannya. Sejalan dengan itu, sistem pengendalian internal dapat 
berjalan sesuai arahan yang ada jika sasaran organisasi jelas dan spesifik. Kesesuaian SPIP 
dengan tujuan organisasi akan menghasilkan konsekuensi hasil kerja bagi para pegawainya. 
Hasil penelitian Aprilianti et al (2020) membuktikan sistem mengendalikan internal dapat 
memengaruhi secara signifikan pada capaian suatu instansi pemerintahan. Searah dengan 
penelitian Syahrir et al (2019), Asmawanti et al (2020), dan Widyatama (2022). Adapun 
hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

H2: Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah 

Aturan undang-undang yang ditaati dapat menjadikan organisasi lebih teratur, tertata, dan 
efisien, sehingga memudahkan capaian suatu instansi pemerintahan yang ideal (Irawati & 
Agesta, 2019). Kaitan ketaatan pada perundangan pada penelitian tersaji pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 di mana keharusan pembuatan laporan hasil capaian dan 
keuangan merupakan sebuah tanggung jawab dari APBN/APBD, yang mana fokus utama 
penelitian ini merupakan laporan kinerja instansi pemerintah. Entitas pengguna anggaran 
wajib menaati perundangan dengan cara pembuatan laporan hasil capaian dan keuangan 
suatu instansi. Berdasarkan agency theory, di mana pemerintah daerah/eksekutif dan legislatif 
sebagai agen bagi publik dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan kepentingan dan harapan 
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publik selaku prinsipal. Eksekutif dan legislatif harus terlebih dahulu menaati peraturan 
perundangan yang telah ditetapkan. Ketaatan pada perundangan, terciptanya pemerintahan 
yang sehat sehingga tugas dan tanggung jawab eksekutif legislatif selaku agen bagi publik 
dapat terpenuhi dengan baik. Temuan hasil penelitian Irawati & Agesta (2019) menghasilkan 
peraturan undang-undang yang ditaati dapat memengaruhi tanggung jawab capaian hasil pada 
suatu instansi pemerintahan yang searah dengan penelitian Asmawanti et al (2020) dan 
Dewata (2020). Hipotesis yang diterapkan sebagai berikut: 

H3: Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah 

Seseorang dapat dikatakan berkualitas jika seorang manusia mempunyai pengetahuan, 
keterampilan dan juga dapat melaksanakan tanggung jawab yang telah diterimanya 
(Ramadhania & Novianty, 2020). Goal setting theory berpendapat tujuan dan tanggung jawab 
terhadap tujuan menentukan seorang dalam bergerak menjalankan tugasnya. Kualitas yang 
baik pada individu akan mudah memahami maksud dalam berorganisasi. Seseorang yang 
paham akan tujuannya, akan memiliki komitmen dan menghasilkan konsekuensi kerja yang 
baik sehingga semakin tinggi kualitas seseorang akan semakin baik capaian kerja yang 
dihasilkan. 

Hasil penelitian menurut Ramadhania & Novianty (2020) bahwa kompetensi penggerak 
suatu organisasi dapat memengaruhi proses capaian tanggung jawab suatu instansi. Sesuai 
uraian di atas, diterapkan hipotesis penelitian: 

H4: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah 

 

 

 

 

 

 

Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah (𝑋2) 

Kepatuhan pada Undang-

undang (𝑋3) 

Kualitas Sumber Daya 

Manusia (𝑋4) 

Anggaran Berbasis Kinerja 

(𝑋1)  

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (Y)  

 

𝐻1 (+) 

𝐻2 (+) 

𝐻3 (+) 

𝐻4 (+) 
Gambar 1. 
Model 
Penelitian 
_________ 
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METODE 

Metode yang digunakan dengan jenis kuantitatif, berlokasi di Kabupaten Pemalang 
menggunakan objek penelitian anggaran berbasis kinerja, SPIP, kepatuhan pada undang-
undang, kompetensi sumber daya manusia, dan AKIP. Penggunaan data primer didapatkan 
melalui penyebaran secara langsung menggunakan item pernyataan pada kuesioner kepada 
pejabat SKPD di Kabupaten Pemalang. Penggunaaan sampel dengan purposive sampling 
berdasarkan kriteria yang diambil pada penelitian ini yaitu pejabat yang mempunyai 
wewenang atas penyusunan, perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja pada SKPD 
pemerintah Kabupaten Pemalang, telah menempuh program studi sarjana/S1 atau 
berpengalaman minimal 3 tahun dalam bidang perencanaan dan keuangan pemerintah. 
Kuesioner sebagai alat pengumpulan data dengan memberikan daftar pernyataan tertulis 
untuk ditanggapi responden dengan penggunaan skala likert 1-5. 

Penggunaan analisis yaitu regresi linear ganda untuk menganalisa teknik data. Mutu data yang 
diuji dengan uji validitas dan uji reliabilitas dengan data yang diambil dari hasil pilot test, 
melakukan uji statistika deskriptif, selain itu penggunaan uji asumsi klasik dan juga uji 
normalitas, multikolinearitas, serta heteroskedastisitas. Koefisien determinasi dan uji 
hipotesis dengan melakukan uji (f) dan uji (t). 

Variabel Pengukuran Skala 

Anggaran berbasis 
kinerja (X1) 

1. rancangan dana 

2. pemakaian dana 

3. komitmen akan anggaran 

4. evaluasi kinerja (Siklus implementasi anggaran 
berbasis kinerja). 

Likert 

Sistem 
pengendalian 
internal 
pemerintah (X2) 

1. sektor kendali 
2. pengamatan atas risiko 
3. aktivitas kontrol 
4. keterangan dan hubungan 
5. pengamatan pengurusan internal (Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan 
pengendalian internal COSO). 

Likert 

Kepatuhan pada 
perundang-
undangan (X3) 

1. ketidakpatuhan yang menyebabkan kerugian 
daerah 

2. peluang kerugian daerah 
3. pemasukan yang berkurang 
4. ketidakpatuhan dalam birokrasi 
5. temuan pemborosan dana 
6. temuan mengenai pemborosan waktu 
7. temuan mengenai ketidakefektifan (Pertiwi, 2020). 

Likert 

Kompetensi 
sumber daya 
manusia (X4) 

1. pendidikan 
2. pengalaman pelatihan 
3. pengetahuan akan tugas 
4. keharusan akan kewajiban (Octariani et al, 2017). 

Likert 

Akuntabilitas 
kinerja instansi 
pemerintah (Y) 

1. rencana mendasar 
2. penaksiran kinerja 
3. pemberitahuan kinerja 
4. penerapan informasi kinerja (Wisdaningrum, 

2022). 

Likert 
Tabel 1. 

Operasional 
Variabel 

_________ 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

U j i  V a l i d i ta s  

Penggunaan rumus untuk melakukan uji validitas pada penelitian ini yaitu pearson correlattion 

dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar = 0,306. Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari nilai 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 artinya uji dikatakan 

valid. Hasil dari uji validitas pada variable dalam penelitian menghasilkan 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar 

dari nilai 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sehingga data valid. 

Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas difungsikan sebagai alat pengukuran kesamaan pada suatu gejala. 

Penunjuk pada pengujian reliabiliatas yaitu Cronbach Alpha (𝛼) dengan pengukuran pada 
instrumen lebih besar dari 0,60. 

Statistik Deskriptif 

Perlakuan untuk melihat bagaimana gambaran pada fenomena yang diteliti yaitu 
menggunakan statistik deskriptif dengan pandangan nilai teratas, nilai paling rendah, standar 
deviasi, serta nilai rata-rata. 

Variabel 
Koefisien 
Cronbach Alpha 

Cronbach Alpha 
Min 

Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (Y) 

0,835 0,60 

Anggaran Berbasis Kinerja 
(X1) 

0,915 0,60 

SPIP (X2) 0,918 0,60 

Ketaatan pada Perundang-
undangan (X3) 

0,842 0,60 

Kompetensi Sumber Daya 
Manusia (X4) 

0,787 0,60 

 

 

Akuntabilitas 
Kinerja 
Instansi 
Pemerintah 
(Y) 

Anggaran 
Berbasis 
Kinerja 
(X1) 

Sistem 
Pengendalian 
Internal 
Pemerintah 
(X2) 

Kepatuhan 
Pada 
Perundang-
undangan 
(X3) 

Kompetensi 
Sumber 
Daya 
Manusia 
(X4) 

Mean 46,94 81,24 79,32 44,99 38,75 

Median 46,00 80,00 77,00 44,00 38,00 

Modus 44,00 76,00 76,00 44,00 36,00 

Std. 
Deviasi 

3,780 6,754 6,513 4,232 3,640 

Minimum 40,00 62,00 61,00 33,00 31,00 

Maksimum 55,00 95,00 95,00 55,00 45,00 

Tabel 2. 
Hasil Uji 
Reliabilitas 
_________ 

Tabel 3. 
Hasil Uji 
Analisis 
Statistik 
Deskriptif 
_________ 
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Uji Normalitas 

Pengujian untuk melihat normalitas data dengan penggunaan uji One Sample Kolmogorov-
Smirnov. Jika sig > 0,05 maka pada data penelitian tersebut terdistribusi normal. 

Uji Multikolinearitas 

Pengamatan uji dengan nilai pada Variance Inflation Factor (VIF) dan juga tolerance yaitu 
multikolinearitas. Jika VIF ≤ 10 dan tolerance > 0,10 artinya tidak ditemukan adanya gejala 
multikolinearitas. 

Uji Heteroskedastisitas 

Penggunaan uji glejser digunakan untuk melihat heteroskedastisitas pada penelitian. 
Harapannya Model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dengan memperoleh nilai 
sig > 0,05.  

Variabel Asymp.sig A Keterangan 

Unstandardized 
Residual 

0,099 0,050 Normal 

 

Variabel Tolerance VIF 

Anggaran Berbasis Kinerja 
(X1) 

0,360 2,775 

Sistem Pengendalian Internal 
Pemerintah (X2) 

0,292 3,422 

Ketaatan pada Perundang-
undangan (X3) 

0,451 2,216 

Kompetensi Sumber Daya 
Manusia (X4) 

0,398 2,512 

 

Variabel 
Sig 

Anggaran Berbasis Kinerja (X1) 0,413 

Sistem Pengendalian Internal 
Pemerintah (X2) 

0,055 

Ketaatan pada Perundang-
undangan (X3) 

0,207 

Kompetensi Sumber Daya 
Manusia (X4) 

0,801 

 

 

Tabel 4. 
Hasil Uji 

Normalitas 
_________ 

Tabel 5. 
Hasil Uji 

Multikolineari
tas 

_________ 

Tabel 6. 
Hasil Uji 

Heteroskedas
tisitas 

_________ 
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Variabel 
Koefisien 
Regresi 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 Sig 
Ket 

Anggaran Berbasis Kinerja (X1) 0,249 4,269 0,000 diterima 
Sistem Pengendalian Internal 
Pemerintah (X2) 

0,048 0,712 0,478 ditolak 

Ketaatan pada Perundang-undangan 
(X3) 

0,073 0,877 0,382 ditolak 

Kompetensi Sumber Daya Manusia 
(X4) 

0,220 2,137 0,035 
diterima 

Konstanta 11,129    
R 0,742    
R Square 0,550    
Adjusted R Square 0,534    
F Hitung 35,123    
F Sig 0,000    
Sig < 0,000    

Tabel di atas, diterima persamaan regresi: 

Y = 11,129 + 0,249𝑋1  + 0,048𝑋2 + 0,073𝑋3 + 0,220𝑋4 + e 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Penggunaan linear berganda untuk penelitian berfungsi menguji keterkaitan antara 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi variabel terikat serta anggaran berbasis 
kinerja, SPIP, kepatuhan pada undang-undang, dan kualitas sumber daya manusia menjadi 
variabel bebas. Analisis linear berganda tertera pada tabel diatas. 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Hasil pada pengujian analisis berganda di tabel 11 bahwa R Square sebesar 0,550 dan Adjusted 
R Square sebesar 0,534. Koefisien determinasi yaitu sebesar 0,550 terlihat bahwa nilai tersebut 
diatas nol atau lebih besar dan juga mendekati nilai satu, artinya nilai koefisien determinasi 
memiliki pengaruh antara variabel independen maupun variabel dependen. 

Uji Goodness of Fit (Uji F) 

Pengujian analisis regresi linier berganda pada tabel 11 menghasilkan bahwa uji F 

menunjukkan nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 35,123 (Sig – 0,000) dan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 2,68 dengan degree of freedom 𝑑𝑓1 = 

(k-1= 4-1 = 3) dan 𝑑𝑓2 (n-k = 120-4 = 116), sehingga nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (35,123 > 2,68) 

dan sig 0,000 ≤ 0,05. Ditarik kesimpulan bahwa terbentuknya persamaan regresi dikatakan 
cocok atau fit. Variabel anggaran berbasis kinerja, SPIP, kepatuhan pada perundang-
undangan, dan kompetensi sumber daya manusia secara keseluruhan dapat memengaruhi 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Uji Hipotesis (Uji t) 

Pengujian yang diterapkan difungsikan bagaimana variabel bebas memengaruhi variabel 

terikat dengan penggunaan (𝜶) = 0,05 dan degree of freedom (df) ketentuan (n-k), dengan n = 

120 lalu k = 4, dihasilkan df= 116 dan didapatkan 𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 = 1,658. 

𝐻0 = diterima jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau nilai sig > 0,05 

𝐻𝛼 = diterima jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau nilai sig ≤ 0,05 

Tabel 7. 
Hasil Regresi 
Linear 
Berganda 
_________ 
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Uji hipotesis pertama didapatkan hasil yaitu variabel anggaran berbasis kinerja dengan 
tanggung jawab kinerja instansi pemerintah ke arah positif, dengan signifikansi 0,000 dan 

𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 4,269. Nilai 𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 lebih besar dari 𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 (4,269 > 1,658). Artinya 𝑯𝟎: ditolak dan 

𝑯𝒂: diterima, sehingga anggaran berbasis kinerja dapat memengaruhi secara positif terhadap 
AKIP, maka hipotesis dinyatakan diterima. 

Uji hipotesis kedua didapatkan hasil yaitu variabel SPIP dengan signifikansi 0,478 dan 𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 

0,712. Nilai 𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 lebih kecil dari 𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 (0,712 < 1,658) dan memiliki angka pada 

signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Artinya 𝑯𝟎: diterima dan 𝑯𝒂: ditolak. Dinyatakan 
bahwa SPIP tidak dapat memengaruhi secara positif tanggung jawab kinerja instansi 
pemerintah, dengan ini hipotesis kedua dinyatakan ditolak. 
Uji hipotesis ketiga didapatkan hasil yaitu variabel kepatuhan pada perundang-undangan pada 

signifikansi 0,382 dan 𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 0,877. Angka 𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 lebih sedikit dari 𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 (0,877 < 1,658) 

dan memiliki angka pada signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Artinya 𝑯𝟎: diterima dan 

𝑯𝒂: ditolak. Dinyatakan bahwa kepatuhan pada undang-undang tidak dapat memengaruhi 
secara positif terhadap AKIP, dengan ini hipotesis kedua dinyatakan ditolak. 
Uji hipotesis keempat didapatkan hasil yaitu variabel kompetensi manusia dengan tanggung 

jawab kinerja instansi ke arah positif, nilai signifikansi 0,035 dan 𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 2,137. Nilai 𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 

lebih besar dari 𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 (2,137 > 1,658). Artinya 𝑯𝟎: ditolak dan 𝑯𝒂: diterima, sehingga 
kompetensi sumber daya manusia dapat memengaruhi secara positif terhadap AKIP, maka 
hipotesis keempat dinyatakan diterima. 

1. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah 
Pengujian hipotesis pertama menunjukan AKIP pada SKPD di Kabupaten Pemalang 
dipengaruhi secara positif oleh anggaran berbasis kinerja, maka hipotesis pertama 
dianggap diterima. Anggaran berbasis kinerja menjadikan penetapan plafon anggaran 
menjadi lebih objektif sehingga dapat meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang 
jelas berdampak pada hasil kinerja yang optimal.  Penelitian ini mengungkapkan anggaran 
dengan prestasi kerja berpengaruh positif pada AKIP pada SKPD di Kabupaten 
Pemalang. 
Sejalan dengan goal setting theory yang menjelaskan bahwasannya faktor yang menentukan 
seseorang bergerak terletak pada tujuan dan tanggung jawab terhadap tujuannya. Diartikan 
bahwa anggaran yang tersusun secara spesifik, adanya kejelasan tujuan pada perumusan 
perencanaan dapat dijadikan alat dalam upaya pencapaian kinerja instansi sehingga 
terciptanya AKIP sudah sesuai dengan harapan. 
Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Sofyani & Prayudi (2018), Wisdaningrum 
(2022), Yusuf (2021), dan Febrianti & Yuhertiana (2021) yang menyatakan bahwa 
tanggung jawab kinerja instansi publik dapat dipengaruhi oleh penerapan anggaran 
berdasarkan kinerja pada suatu instansi. 

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah 
Kesimpulan pada penelitian yang mana dihasilkan SPIP tidak memengaruhi secara positif 
pada AKIP yang berarti hipotesis kedua ditolak. Penolakan pengaruh variabel sistem 
pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada 
penelitian ini tidak diartikan bahwa pejabat SKPD Kabupaten Pemalang belum 
menerapkan pengendalian di lingkungan kantor. Sudah semestinya sistem pengendalian 
internal pemerintah ada di dalam suatu instansi. Pengendalian merupakan hal yang 
mendasar dari sebuah organisasi agar terciptanya kegiatan dalam menjalankan program 
kerja yang terarah menuju tujuan organisasi. Sistem pengendalian internal pemerintah 
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sebagai salah satu kriteria  dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengendalian keuangan 
negara yang terorganisir. Aktivitas yang dilakukan dengan berkala dalam proses 
pemantauan oleh pimpinan maupun semua pejabat instansi. Sistem pengendalian internal 
yang baik dapat berperan dalam keberhasilan suatu rencana kerja. SPIP merupakan 
metode yang utuh dalam melaksanakan kegiatan yang dikerjakan dengan terus menerus 
oleh seluruh komponen baik atasan maupun bawahan sebagai usaha dalam mencapai 
tujuan organisasi. 
Penelitian ini sejalan dengan Hendrianto et al (2022) di mana SPIP memengaruhi AKIP 
dan tidak didukung dengan penelitian Aprilianti et al (2020), Asmawanti et al (2020), dan 
Mulyadi (2022). 

3. Pengaruh Kepatuhan Peraturan Undang-undang terhadap Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah 
Sesuai uji hipotesis memberikan hasil pertanggungjawaban kinerja instansi publik pada 
SKPD di Kabupaten Pemalang tidak dipengaruhi oleh kepatuhan pada peraturan 
perundang-undangan, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Penolakan pengaruh variabel 
kepatuhan pada undang-undang terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada 
penelitian ini tidak diartikan bahwa pejabat SKPD di Kabupaten Pemalang tidak 
mematuhi peraturan perundang-undangan. Sudah semestinya kepatuhan pada perundang-
undangan dilaksanakan oleh aparatur sipil negara karena merupakan sebuah kewajiban 
guna terlaksananya ketertiban dalam berbangsa dan bernegara. Ketaatan seseorang pada 
undang-undang yang berlaku merupakan hal yang mendasar bagi setiap individu. 
Kepatuhan pada peraturan undang-undang merupakan hal dasar yang wajib ditaati oleh 
warga negara pada umumnya dan ASN pada khususnya. Patuhnya aparatur pemerintah 
terhadap peraturan yang berlaku dapat mengurangi kecurangan dan penyimpangan dalam 
kinerjanya sehingga dapat memicu peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi. 
Kepatuhan pada perundang-undangan penting bagi terciptanya pertanggungjawaban 
kinerja instansi di lingkungan publik dikarenakan kepatuhan dapat mengembangkan 
keteraturan, efisiensi keuangan, dan efektivitas program kerja yang disediakan. 
Penelitian didukung oleh Telabah (2018) yang menyebutkan kepatuhan pada undang-
undang tidak memengaruhi AKIP dan tidak didukung oleh penelitian Asmawanti et al 
(2020), Febrianti & Yuhertiana (2021), dan Saputri et al (2022). 

4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah 
Penelitian menghasilkan variabel kualitas sumber daya manusia memengaruhi AKIP pada 
SKPD di Kabupaten Pemalang. Kualitas sumber daya manusia dengan AKIP memiliki 
hubungan keterkaitan. Kometensi manusia yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, 
dan keahlian di mana pejabat SKPD dengan kompetensi sumber daya manusia yang tinggi 
cenderung menghasilkan kinerja dengan hasil maksimal sehingga tercapainya akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah yang ideal. 
Individu yang berkompetensi mampu membantu seseorang memahami tugas, fungsi, dan 
tujuan organisasi secara spesifik. Sejalan dengan goal setting theory, bahwa dalam pencapaian 
suatu kegiatan perlu pemahaman yang mendalam mengenai tujuannya. Sumber daya yang 
berkualitas, terampil, dan profesional akan memengaruhi perilaku dalam menyelesaikan 
kinerja sesuai yang diharapkan sehingga terciptanya akuntabilitas kinerja instansi yang 
dapat dipertanggungjawabkan. 

Penelitian ini selaras dengan penelitian Ramadhania & Novianty (2020) yang mengatakan 
kompetensi sumber daya manusia memiliki memengaruhi AKIP. Penelitian Saputra (2022), 
Fadila & Budiwitjaksono (2022), Mulyadi (2022), dan Widyatama (2022) tidak sejalan dengan 
peneliti. 
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SIMPULAN 

Selaras dengan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat dilihat kesimpulan dari penelitian 
ini bahwa anggaran berbasis kinerja dapat memengaruhi pertanggungjawaban kinerja instansi 
sektor publik pada SKPD di Kabupaten Pemalang, SPIP tidak dapat memengaruhi 
pertanggungjawaban kinerja instansi sektor publik pada SKPD di Kabupaten Pemalang, 
kepatuhan pada perundang-undangan tidak dapat memengaruhi pertanggungjawaban kinerja 
instansi sektor publik pada SKPD di Kabupaten Pemalang dan kualitas sumber daya manusia 
dapat memengaruhi pertanggungjawaban kinerja instansi sektor publik pada SKPD di 
Kabupaten Pemalang. Sesuai pada penelitian yang dijalankan, terdapat implikasi-implikasi 
yang diterapkan. Memperhatikan faktor-faktor lain seperti anggaran berbasis kinerja, SPIP, 
kepatuhan pada peraturan undang-undang, dan kompetensi sumber daya manusia yang akan 
membantu para pejabat SKPD di Kabupaten Pemalang dalam akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah yang lebih baik. Pejabat SKPD juga dituntut untuk meningkatkan keterampilan 
dan pengetahuai pejabat SKPD di Kabupaten Pemalang dalam penyusunan rencana kerja 
dan penganggaran sesuai dengan standarnya. Adanya sistem integrasi antar SKPD di 
Kabupaten Pemalang, bekerja sama dalam pencapaian hasil yang maksimal dapat 
meningkatkan efektivitas kinerja dan efisiensi waktu. 
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